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BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAT{

PERATT'RAIT BI'PATI TAITAII LIIUT
r$oroR 7d TArnrrf 2015

TENTANG

I{ETEIVTUIil BEIITI'K DAT I}OXI'UEtr
IITLEI{GKAPAI| PEUILIIIAI| I{EPALA DESA

DEI|GAI{ RAHilAT TT'HAN YAITG DIAIIA ESA

BUPATI TANAH I"AUT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah l,aut Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, mal<a perlu
menetapkan Per'aturan Bupati Tanah l,aut tentang
Ketentuan Bentuk Dan Dokumen Kelengkapan Pemilihan
Kepala Desa ;

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
27 561 dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tatnbahan Lembetan Negara Republik Indonesia
Nomor 182O) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun f 953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1,I Nomor 82,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52341:
Undang-Undang Nomor 6 Tehun 2074 tentang Desa
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahal lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Itmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
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diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah
(I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nonor
58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
56791;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia
Nomor 47 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Atas Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksartaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 157) ;
Peraturan Presiden Nsmor 87 Tahun 2OL4 t€ntan8
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O14 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2O14

tentang kmbentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32h
Peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 112 Tahun 2Ol4
tentang Pemilihan Kepala Desa {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 2O92);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun
2Ol5 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (I*mbaran
Daerah Kabupaten Tanah Leut Tahun 2O15, Tambahan
Lembaran Daerah l(abupaten Tana}l Laut Nomor l7l;

rrFrrl/llugr(arl :

: PERATURAI| BttPAll TErTr,xG (gtEIfTUAr SEf,TlrI( DAI|
DOKITUET rrrr F[Or(AIr{If PBilILIIIAT XtpALA DE8A.
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IIE}'ETTUAT UIUX

Perd I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah l(abupaten Tanah l,aut.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemedntahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah l(abupaten Tanah [.aut.
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5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang merniliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, halc
asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Deea dibantu perangkat Desa sebagni unsrrr
penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanalan fungsi pemerintahan yang anggotarrya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD
khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

lO. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam
rangka memilih Kepala Desa yang bersifat l,angsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil.

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintsh dan Pemerintah Daerah;

12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia
Perrrilihan adalah Panitia yang dib,entuk oleh BPD untuk menyelenggarakan
proses Pemilihan Kepala Desa.

13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang sel,anjutnya disebut
Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupa.ti pa.da

tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepafa Deea yang telah ditetapkan

oleh panitia pemitihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala
Desa.

15. Calon Kepala Desa Terpilih adelah ealon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersanglutan dan telah rnemenrrhi
persyaratan untuk menggunaf€n hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;

17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar
pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan
Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas
kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan
usulan dari pemilih karena yang bersaagkutan belum terdaltar dalam Daftar
Pemilih Sementara.

19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pernilih
yang teLah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan
identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

2o.I{arnpnye adatah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa

untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
2l.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkel TPS, adalah tempat

dilaksanakannya pemungutan suara.
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Parel 2

(1) peraturan ini mengatur dan memuat bentuk serta dokumen kelengkapan

pemilihan kepala desa dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara

dan penetapan,

{2) Bentuk dan dokumen kelengkapan pemilihan kepala desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (r) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,

Lempiran II, Lampiran III dsn Lampiralr IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

Prtl3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempaEnnya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal B drFbb,ec8dlf

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal & ctio br 8-otg

SEI(R TARIA DATR.AII
I"AUT,

BERTTA DAERAIr KABTIPATSII rArArI LAUT TAIrur 2015 rouoR".*189


